
 
BUPATI BARITO KUALA 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
 

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA 

NOMOR 25 TAHUN 2018 
 

TENTANG 
 

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
 PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA 

TAHUN 2017-2022 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

BUPATI BARITO KUALA, 
 

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja 
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala adalah dengan 
ditetapkannya Indikator Kinerja Utama Pemerintah 

Kabupaten Barito Kuala sebagai dasar pengukuran 
keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis 
yang telah ditetapkan; 

 
b. bahwa bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (3) 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum 
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi 

Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja 
Utama untuk Pemerintah Daerah; 

 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati. 

 
Mengingat : 1. Undang–undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang–undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai 

Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1820); 

 
2. Undang-Undang Nomor  17  Tahun  2003  tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2003  

Nomor  47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

 
3. Undang-Undang Nomor 25  Tahun 2004  tentang  Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4421); 

 
 
 



 
 

 
 

 
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005– 
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007  
Nomor  33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4700); 
 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679) ; 
 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 21, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) ; 
 

10. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2014  tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 

2015-2019; 
 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8  Tahun 
2008  tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah; 



 
 

 
 

 
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 

2010 tentang Pokok-Pokok Pengelelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 
Nomor 11);  

14. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang 

Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran 
Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor  33); 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan 
 

 

: 
 

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG INDIKATOR 
KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KABUPATEN BARITO 

KUALA TAHUN 2017-2022. 
 

PASAL I 

 
Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 25 Tahun 2018 
mengenai Indikator Kinerja Kunci dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017-

2022 berbunyi sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini. 
 

PASAL II 
 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala. 

 
Ditetapkan di Marabahan 

pada tanggal 2 Mei 2018 
 

 BUPATI BARITO KUALA, 

 
 

 
 Hj. NOORMILIYANI AS 

Diundangkan di Marabahan 
pada tanggal 2 Mei 2018   

 
SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN BARITO KUALA, 
 
 

 
 

Ir. H. SUPRIYONO, M.IP 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA  

TAHUN 2018 NOMOR 
 


